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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

 Serangan teroris yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cukup mencengangkan, jatuhnya banyak korban dari masyarakat yang tak berdosa, membuat banyak negara merasa berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan, perlawanan, bahkan peperangan terhadap terorisme. Respon atas persoalan ini telah melahirkan peta baru pertarungan politik global, serta telah menjadi gejala restrukturisasi sistem politik di banyak negara
. Memang ujung dari pertarungan baru itu tidak selalu bisa diprediksikan. Apakah akan lahir kembali masa-masa gelap perang dingin yang telah melahirkan rezim anti demokrasi, atau sebaliknya.

Negara-negara yang berkepentingan untuk memerangi terorisme maupun mereka yang tetap menilai bahwa terorisme adalah strategi perlawanan yang mungkin terjadi akibat dari berbagai ketidakadilan, tidak memiliki rujukan yang pasti tentang letak kebenaran sebagai latar belakang tindakannya. Terkadang mencari jawaban akan persoalan latar belakang semacam ini dapat menempatkan diri kita ke dalam lingkaran kekerasan, baik memberikan dukungan kepada pelaku terorisme ataupun merekayang memeranginya secara brutal. 

Terlepas dari pertarungan politik yang menjadi latar belakang tindakan terorisme, sentimen baru perang melawan terorisme ini membuka babak baru perkembangan arah politik dunia. Catat saja beberapa perang yang  mengupayakan perdamaian dunia atas nama perang melawan terorisme. Ada berapa pula rezim otoritarian terbentuk karena isu ini. Banyak negara demokrasi melahirkan berbagai ketentuan hukum yang kemudian justru melakukan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat sipil. Hal tersebut lebih banyak terjadi di negara-negara otoriter, yang dengan cepat mengambil keuntungan politik.

Saat ini banyak negara melakukan perubahan kebijakan nasional mereka melalui strategi pembentukan sistem hukum baru yang dinilai dapat melindungi masyarakat dari terorisme, bahkan melakukan pengawasan politik terhadap mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan para pelaku terorisme. Negara-negara demokrasi itu, yang amat membanggakan kemampuan politik liberal, ternyata juga melakukan langkah-langkah tidak populer untuk membatasi hak-hak sipil, pengawasan yang berlipat ganda, bahkan dalam berbagai bentuk diskriminasi terhadap sebagian rakyatnya. Sementara negara-negara otoritarian ataupun yang masih mencoba bangkit untuk membangun demokrasi dengan cepat melakukan langkah-langkah yang cenderung mengembalikan alat-alat represi lama
.

Sementara itu, beberapa rezim tua yang menolak perubahan atau menolak demokrasi banyak memperoleh legitimasi baru untuk membatasi kaum oposan. Singapura dan Malaysia, misalnya, dengan cepat menggunakan dan mempertahankan Internal Security Act (ISA) atas nama terorisme
. Ketentuan hukum yang bersifat draconian yang bertahun-tahun digunakan untuk menghantam kekuatan oposisi, dengan amat kuat dipertahankan sebagai bagian dari upaya menanggulangi terorisme. 

Sebagaimana laporan Amnesty Internasional (AI) yang berjudul : War Againts Terrorism : dari Australia sampai Zimbabwe, menggambarkan betapa serius perkembangan hukum di berbagai negara yang mengancam HAM dan demokrasi. Australia, sebagai contoh, telah menyusun sebuah undang-undang anti-terorisme yang mengizinkan jaksa agung untuk melarang aktivitas certain groups dan mengurangi hak mereka sebagai tersangka selama penahanan. Belarusia menyusun undang-undang yang memberikan hak untuk menggeledah rumah-rumah dan kantor-kantor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta mengizinkan kepala satuan anti-terorisme untuk mengatur aktivitas media pers . Canada menerbitkan Bill C-36 atau Anti-Terrorism Act dan C17 tentang keselamatan publik (Publik Safety Act) yang memberikan wewenang militer untuk menyatakan suatu daerah menjadi pengawasannya, serta menempatkan  peralatan militer dan semua otoritas sipil harus tunduk kepada kewenangan tersebut. Denmark menerbitkan Aliens Act yang menempatkan pengacara dan penasehat hukum dari tersangka teroris dapat disangkakan sebagai teroris. Lalu, Perancis menerbitkan Undang-Undang Everyday Security yang memberikan kekuatan dan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan ketat terhadap warga negaranya. India menerbitkan The March Prevention of Terrorism Act yang mengizinkan polisi untuk menahan tersangka selama tiga bulan tanpa tuntutan atau tuduhan apapun dan dapat ditambah tiga bulan lagi atas persetujuan pengadilan khusus. Thailand melakukan penangkapan pembeli buku-buku yang berhubungan dengan terorisme.dan Cina menghancurkan Suku Uighur, etnis yang mayoritas beragama Islam di Propinsi Xinjiang dengan tuduhan hubungannya dengan pelaku terorisme, disamping akan mengamandemen aturan dalam hukum pidananya guna menghukum para pelaku terorisme.
  

 Peristiwa 11 September 2001 bagi Cina adalah sebuah momen tersendiri, dan dalam hal ini  sikap Cina yaitu mengutuk keras serangan teror di AS dan menyampaikan bela sungkawa rakyat Cina kepada Presiden George W Bush. Selain mengirimkan pesan kepada Presiden Bush yang beriri ucapan bela sungkawa kepada anggota keluarga korban serangan WTC, Cina juga menyatakan keprihatinan yang mendalam pada keselamatan warga Cina yang berada di Amerika Serikat. Hal ini terlepas dari pernyataan Zemin bahwa peristiwa tersebut juga disebabkan oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menurutnya tidak bersahabat. Secara resmi Cina mendukung penuh upaya internasional untuk membasmi terorisme dalam segala bentuk. Namun seorang jubir Menlu Cina menyatakan bahwa perang melawan teror yang ditabuh Amerika Serikat harus dilandaskan pada tiga hal
, yaitu :

1. Perang itu harus didasarkan pada adanya bukti kongkrit dan operasi militer yang digelar harus memiliki target yang spesifik.

2. Kekerasan senjata yang digunakan hendaknya tidak menimbulkan korban di pihak sipil.

3. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam piagam PBB harus dihormati dan peran PBB atau DK PBB lebih dikedepankan.

Menyusul serangan teroris 11 September 2001 lalu di Amerika Serikat, Cina ikut meluncurkan perang melawan terorisme. Kampanye anti terorisme ini disebarkan di propinsi Xian Jiang sebelah barat Laut Cina. Xian Jiang adalah propinsi yang berbatasan dengan Pakistan dan Afganistan, daerah yang dihuni oleh mayoritas komunitas Uighur yang beragama islam dan berbahasa Turki. Komunitas Uighur ini dituding bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman, pembunuhan dan pemberontakan di daerah tersebut. Namun kelompok pemantau hak asasi manusia internasional berpendapat bahwa pemerintah Cina menggunakan isu “perang melawan terorisme”  sebagai kedok untuk melumpuhkan lawan-lawan politik mereka sekaligus menekan komunitas Uighur. Sementara itu di Ibu Kota Xian Jiang, Urumqi, polisi Cina mendemonstrasikan kemampuan berperang mereka. Pemerintah Cina memastikan tentara-tentara mereka siap menghadang di garis depan dalam perang melawan terorisme
.

Catatan pemerintah Cina pada tahun 2004 menunjukan bahwa Cina telah menghukum mati lebih dari 50 orang di propinsi Xian Jiang serta melumpuhkan 22 kelompok yang dianggap terlibat pemberontakan dan kegiatan teror
. Cina berdalih, tindakan ini dilakukan sebagai upaya memastikan kesatuan teritorial bangsa. Ini sekaligus menjadi peringatan kepada daerah-daerah lain untuk berpikir ulang jika ingin berpisah dari daratan Cina. Ketua partai komunis Wang Le Quan menjelaskan posisi Cina. Xian Jiang adalah propinsi yang terletak di sebelah barat dan sejak lama ada di garis depan perjuangan Cina melawan terorisme dan pemberontakan. “Kami memulai perjuangan kami sejak satu dekade lalu. Di awal tahun 1990-an sampai 2003. Selama kurun waktu itu, para pemberontak dan teroris telah membunuh lebih dari 160 orang dari berbagai kalangan, juga melukai lebih dari 400 orang di wilayah ini. Dan ini adalah suatu kejahatan serius.”

Wang menambahkan, walaupun kegiatan teror di Xian jiang berhasil diredam selama beberapa tahun terakhir, kelompok teroris tetap seperti semula. Mereka disokong jaringan asing, terutama jaringan Al-Qaida, pimpinan Osama bin Laden yang oleh Amerika Serikat disebut-sebut sebagai jaringan terorisme internasional yang sangat berbahaya. Wang mengatakan bahwa kenyataannya kekuatan teroris internasional tersebut tersebar di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Karena itu Cina percaya bahwa perjuangannya melawan kegiatan keji kaum teroris akan terus berlangsung lama. Uapaya tersebut akan terus ada selama masih ada kegiatan terorisme
.

Koalisi negara-negara yang dibawah kendali Amerika Serikat atas penyerangan terhadap Irak dengan dalih bahwa Irak merupakan negara yang melindungi terorisme dan Irak mempunyai senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction/WMD) yang dapat mengancam keselamatan manusia di bumi ini telah menuai banyak protes dari berbagai negara. Termasuk negara Cina. Cina menilai aksi Amerika Serikat dan koalisinya tersebut sebagai tindakan yang arogan, tidak sah dan melanggar hukum karena tidak disetujui oleh PBB. Cina sebenarnya mendukung segala aktivitas melawan terorisme internasional tetapi tidak dengan sikap yang arogan. Dalam kerjasama politik keamanan di Asia Pasifik dalam memerangi terorisme internasional Cina mempunyai kepentingan dan pertimbangan tersendiri.

Aksi dan serangan terorisme sulit untuk diprediksikan secara tepat kapan dan dimana akan terjadi. Kawasan Asia Pasifik juga tidak luput dari perhatian para teroris. Di kawasan Asia Pasifik isu adanya jaringan terorisme sebenarnya sudah sejak lama ada dan semakin santer terdengar pasca tragedi 11 September 2001. Serangkaian serangan teror pun terjadi di kawasan Asia Pasifik yang menewaskan banyak warga sipil. Beberapa kelompok teroris yang sering meresahkan di kawasan Asia Pasifik diantaranya adalah Abbu Sayyaf Group (ASG) yang berkarakter religius, Japanese Red Army (JRA) yang berkarakter ideologi, dan juga kelompok jihad Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden yang oleh Amerika Serikat disebut-sebut sebagai kelompok yang paling bertanggung jawab atas serangkaian teror yang terjadi selama ini. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh serangan terorisme menjadikan terorisme sebagai suatu ancaman yang serius bagi perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Terorisme telah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Serangan terorisme pun telah menimbulkan instabilitas kawasan karena sikap negara-negara yang saling tuduh sebagai sarang terorisme tanpa bukti yang konkrit.

Keberadaan adanya bahaya terorisme di kawasan Asia Pasifik menjadi suatu perdebatan. Sebagian kalangan meyakini di kawasan Asia Pasifik tidak ada terorisme dan sebagian lagi menyatakan terorisme telah menjadi ancaman serius dalam lima tahun terakhir. Perdebatan itu hampir menyita keharusan adanya perhatian terhadap realitas berbagai kasus pemboman yang terjadi di berbagai wilayah di Asia Pasifik. Ada beberapa rangkaian serangan bom yang terjadi di kawasan Asia Pasifik yang menjadi perhatian dunia. Seperti, tragedi bom Bali di Indonesia 12 Oktober 2002, Filipina yang dicekam ketakutan setelah terjadi ledakan bom yang hampir bersamaan di Manila. Peristiwa tersebut menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 22 orang . Pada 17 Oktober 2002 terjadi 2 ledakan bom yang menghancurkan 2 pusat perbelanjaan yang berdekatan di kota Zamboanga , Filipina Selatan. Peristiwa tersebut menewaskan 6 orang dan melukai 144 lainnya. Rangkaian ledakan bom di Thailand seakan memperkuat kekhawatiran ancaman terorisme sedang merebak di kawasan Asia Pasifi, apalagi setelah Thailand diguncang serangkaian aksi peledakan bom dan pengrusakan di wilayah Selatan. Ledakan menjelang tengah malam tersebut menghantam sebuah hotel di propinsi Patani, Thailand Selatan. Pagi harinya lima sekolah diserang dengan aksi pembakaran dan sebuah ledakan di kuil Patani
.

Adalah kewajiban setiap negara untuk melindungi setiap warga negaranya dari berbagai ancaman termasuk ancaman terorisme. Karena dari serangkaian aksi teror yang terjadi, kebanyakan korban adalah warga sipil. Para teroris sengaja menimbulkan ketakutan agar tercipta kekacauan seperti yang mereka inginkan. Oleh sebab itu Cina memandang bahwa terorisme merupakan suatu ancaman serius bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut Cina membentuk strateginya dalam menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dalam strateginya, Cina mengutamakan prinsip multilateralisme dengan mengajak negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk ikut serta dalam usahanya mengantisipasi serangan terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dalam upaya multilateralismenya Cina tidak hanya bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik tetapi juga menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional. Hal itu dilakukan karena menurut Cina, negara-negara dan organisasi-organisasi internasional harus bersatu untuk mempersempit dan mencegah serangan terorisme. Dengan begitu negara-negara dan organisasi internasional dapat saling bertukar informasi mengenai terorisme.

Dalam strateginya menangkal ancaman terorisme, Cina akan mengamandemen undang-undang hukum pidananya untuk memudahkan pemerintah Cina menangkap dan menghukum para pelaku teror. Selain itu di ibu kota Xian Jiang  polisi Cina mendemonstrasikan kemampuan perang mereka untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah daratan Cina. Pemerintah Cina memastikan tentara mereka siap menghadang di garis depan perang melawan terorisme. Sedangkan sebagai implementasi prinsip multilateralismenya, Cina melakukan peningkatan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Rusia juga dengan negara-negara ASEAN. Cina yang dalam politik luar negerinya cinta perdamaian medukung usaha-usaha PBB dalam memerangi terorisme melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB.

Sebagai keseriusannya menutamakan prinsip multilateralisme, Cina bersama negara-negara amggota SCO (Shanghai Cooperation Organization). Pada tanggal 23 September 2003 mereka bertemu di Bejing, Cina untuk membicarakan masalah kerjasama ekonomi dan keamanan serta membentuk strategi dalam menangkal terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut mereka sepakat untuk membangun pusat anti teroris di Uzbekistan. Hal tersebut merupakan upaya Cina agar bisa berperan dalam perang memberantas terorisme khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bekas negara-negara Uni Sovyet yang tergabung dalam SCO cemas terhadap golongan radikal Islam di Asia Tengah termasuk perbatasan Afganistan dan beberapa negara lainnya. Cina pun menghadapi hal yang sama, dimana warga muslim ditindas pemerintah Beijing.

Dengan  demikian haruslah diakui, bahwa terorisme adalah ancaman dan bukan sekadar isapan jempol. Untuk itulah aksi terorisme perlu diwaspadai agar dapat dicegah. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ANCAMAN TERORISME GLOBAL KHUSUSNYA DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN STRATEGI CINA DALAM MENANGKALNYA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang Cina ikut serta dalam memerangi terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik ?

2. Bagaimana strategi Cina dalam menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik ?

3. Sejauh mana upaya Cina dalam konteks multilateralisme menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik? 

1.  Pembatasan masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi tema yang berfokus pada strategi dan kebijakan Cina dalam menangkal terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik Sedangkan pembatasan periodisasi waktu penulis memilih periode tahun 2001 hingga sekarang, karena tahun 2001 merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme global setelah tragedi 11 september 2001 yang meluluh-lantahkan gedung WTC dan serangan terhadap Pentagon sebagai Markas Besar Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

2.  Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan penganalisaan yang berdasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan mencoba mengamati dan merumuskan permasalahan dalam bentuk Research Problem sebagai berikut : 

“Sejauh mana strategi Cina dalam memerangi terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik dapat diimplementasikan ?”. 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang Cina ikut serta dalam memerangi ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik.

2. Untuk mngetahui  bagaimana strategi dan kebijakan Cina dalam menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik.

3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya Cina dalam konteks multilateralisme menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik.

2. Kegunaan penelitian

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi wahana untuk melatih kepekaan, kemampuan berfikir dan menganalisa suatu permasalahan, sehingga pengetahuan-pengetahuan teoritis yang selama ini didapat dan dipelajari dapat dikembangkan dan diterapkan.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana program Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional.

D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1. Kerangka Pemikiran

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran dimana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat mendalami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.

Banyak pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu hubungan internasional, sehingga dalam hal ini penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Hubungan internasional merupakan hubungan yang terjadi diantara bangsa-bangsa yang berbeda dimana hubungan tersebut didasarkan oleh beberapa faktor yang menunjang pada terjadinya proses hubungan antar negara tersebut. Sedangkan istilah politik internasional merupakan hubungan antar negara yang dimana setiap komponen tersebut memiliki berbagai aspek seperti : power, sumber daya, serta tujuan-tujuan yang diinginkan.

 Untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan dunia ini, maka suatu negara dituntut untuk berinteraksi dengan negara lain yang terdapat di lingkungan eksternalnya baik di kawasan sendiri maupun di dunia internasional.

Di dalam masyarakat internasional tidak ada satu negara pun dapat mengisolasi dirinya dari pergaulan internasional, karena merupakan suatu kelompok dari unit sistem yang disebut hubungan internasional.

 K. J Holsti menyatakan bahwa :  

“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara baik yang dilakukan pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional serta meliputi kajian terhadap lembaga negara, perdagangan internasional, transportasi dan pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai etika internasional.”
 

Pada dasarnya hubungan internasional lebih mengacu dan merupakan segala bentuk interaksi hubungan, baik diantara negara secara institusional, maupun secara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional. Dan interaksi di antara negara-negara tersebut sangat beraneka ragam yang menyangkut hubungan diberbagai dimensi, baik di bidang sosial politik maupun ekonomi yang pada hakekatnya dilakukan untuk merealisasikan kepentingan negara-negara yang bersangkutan.

Trygve Mathisen memberikan definisi hubungan internasional sebagai berikut :

 “Istilah hubungan internasional adalah suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, sejarah baru dalam politik internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi adalah berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dengan negara lain.”

Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan internasional mencakup segala aspek interaksi suatu negara dengan negara lain atau hubungan yang melintasi batas negara, baik yang didukung oleh negara maupun yang bukan negara dan akan terlaksana melalui kebijakan luar negeri dimana proses-proses internasional dapat dilaksanakan. Dan jika kita amati hubungan internasional antar negara, kita akan melihat bahwa pada dasarnya hubungan itu dapat bersifat kooperatif dan dapat pula bersifat kompetitif. Hubungan antar negara bersifat kooperatif jika dua atau lebih negara berusaha untuk mencapai kepentingan bersama baik di tingkat regional maupun internasional. Sedangkan hubungan kompetitif terjadi apabila dua negara atau lebih saling bersaing dalam mencapai suatu kepentingan tertentu. 

Hubungan internasional melibatkan hubungan antar negara atau kawasan yang berkaitan erat dengan politik suatu negara, karena politik internasional mencakup berbagai kebijakan politik luar negeri dan merupakan dinamisasi interaksi antar unit-unit politik dari sistem internasional yang didalamnya mengandung hubungan dan ikatan yang melibatkan berbagai kepentingan dan tindakan sehingga menimbulkan suatu aksi, reaksi dan interaksi dari masing-masing unit politik.

Untuk memahami pengertian politik internasional penulis mengutip pemikiran Morgenthau yang karyanya mendominasi kegiatan teoritis realis sesudah Perang Dunia II. Pemikirannya tentang realisme politik dan tentang kekuasaan
 yaitu 

“Bahwa politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Adapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuan menengahnya adalah kekuasaan. Negarawan-negarawan dan bangsa-banga mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan-tujuan mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis atau sosial. Mereka mungkin berharap bahwa tujuan ini akan terwujud melalui dinamika dalam tujuan itu sendiri, melalui takdir Tuhan, atau melalui perkembangan alamiah urusan kemanusiaan. Tetapi begitu mereka menggunakan politik internasional, mereka melakukannya dengan berupaya memperoleh kekuasaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berpokok atau menitikberatkan pada diplomasi dan hubungan antar negara dan satuan-satuan politik lainnya. Ada pula orang yang mengatakan bahwa politik internasional pada dasarnya bersifat anarkis. Dan dapat dikatakan bahwa dalam setiap interaksi, negara-negara tidak terlepas dari politik suatu negara tersebut. Negara-negara berinteraksi sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Di dalam melaksanakan politik internasional, setiap negara membutuhkan politik luar negerinya untuk dapat mencapai segala kepentingan nasionalnya. Untuk lebih memahami lebih jauh Jack C. Plano dan Roy Olton memberikan pengertian politik luar negeri sebagai  strategi rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

Sesudah power, kepentingan nasional (National Interest) adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional juga dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara dan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri.

Menurut Morgenthau strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Menurut Morgenthau
 kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Itulah konsep abstrak dan yang artinya tidak mudah didefinisikan, yaitu kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

Politik luar negeri juga ikut mempengaruhi dalam menghadapi terorisme. Oleh sebab itu Cecil V. Crabb, Jr
 mengemukakan politik luar negeri sebagai berikut :

 “Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri terdiri dari dua elemen yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi. Dalam unsur-unsurnya itu terdapat semua negara besar atau kecil semuanya sama. “National interest”, dalam kategori national interest yang pragmatis, ini merupakan sasaran menurut jangka waktu atau relevansinya, yaitu Short range atau incidental object (jangka pendek) yang bersifat dadakan atau tidak terduga yang harus diselesaikan secepatnya
.” 

Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional. Kajian politik luar negeri berkaitan dengan analisis tindakan suatu negara.

Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencapai suatu tujuan, strategi juga merupakan uraian dari kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara guna mempertahankan maupun melakukan ekspansi baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun politik agar setiap instrumen tujuan nasional tercapai sesuai dengan harapannya.

Strategi muncul sebagai suatu kenyataan yang kompleks dan dinamis, karena didalamnya memiliki aktivitas yang dapat dilancarkan secara ofensif maupun persuasif dalam bentuknya yang untuk strategi kepanjangan dari kebijakan yang ditetapkan negara atas suatu tindakan atau keputusan, sehingga strategi memberikan ruang gerak yang memadai guna mendominasi kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Sejalan dengan pemikiran tersebut John. P menyebutkan bahwa :

“Strategi adalah suatu rancangan rasional yang dibentuk oleh para elit politik pembuat keputusan dan menjadi acuan bagi tindakan-tindakan negara selanjutnya. Sedangkan strategi global adalah strategi Amerika Serikat yang berkaitan kepentingan luar negerinya. Namun karena kepentingan Amerika Serikat saat ini dirasakan menjadi kepentingan negara-negara lainnya maka strategi Amerika Serikat ditafsirkan sebagai strategi global.”
  

Dalam memahami politik luar negeri suatu negara kita harus mengamati langkah-langkah dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu
 :

1. Kita menandai siapa saja atau lembaga mana saja yang terlibat dalam urusan luar negeri.

2. Determination of Objective yaitu penentuan sasaran-sasaran yang akan dicapai.

3. Penafsiran atau Pengukuran Kapabilitas

4. Determinant of Orientation (Penentuan orientasi)

5. External Factors of Capability 

Sedangkan aktor-aktor atau perumus, penentu dan pelaksana politik luar negeri adalah
 :

1. Govermental Agencies (lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat resmi/formal)

· Kepala pemerintahan atau kepala negara (Presiden, Raja, Perdana   Mentri)

· Pejabat dari departemen-departemen yang terkait dengan bidang luar negeri (Departemen Luar Negeri, Hankam)

· Lembaga-lembaga negara lainnya

2. Non Govermental Agencies

· Partai politik

· Kelompok kepentingan (Pressure Group)

· Media komunikasi / media massa (Opini koran, majalah, surat pembaca)

· Karakter atau kecenderungan dari opini masyarakat, misalnya masyarakat yang kritis, patuh, apatis

Selain itu dengan semakin melemahnya sistem bipolar dalam dunia internasional mendorong negara-negara yang berbeda dalam suatu kawasan untuk meningkatkan kerjasama serta menumbuhkannya bersama. Dengan adanya kepentingan yang sama maka negara-negara tersebut membentuk kerjasama internasional. Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara dapat dipenuhi oleh negara lain begitu pula sebaliknya. Kerjasama ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara anggota. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mampu mencapai taraf perkembangan ilmu, teknologi dan kemakmuran atau kesehatan seperti sekarang tanpa mendapat bantuan dari bangsa-bangsa lainnya.

Agar lebih dipahami, penulis mengemukakan suatu konsep sebagai landasan pengertian dari kerjasama internasional itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita.
 Beliau menyebutkan bahwa  Kerjasama internasional terwujud atas dasar prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan dari hubungan ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral.

Sebagai perbandingan, penulis juga mengungkapkan pernyataan mengenai kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K. J Holsti
 bahwa  kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung antara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau masalah serupa secara bersamaan.

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”.  Aksi teror yang meresahkan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia

2. Penggunaan atau ancaman penggunaan fisik

3. Penggunaan unsur pendadakan dan kejutan

4. Perencanaan setiap aksi teror

5. Mempunyai tujuan-tujuan strategis untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya adalah non-combatan

Istilah “terorisme” sendiri pada tahun 1970-an dikenakan pada beragam fenomena, dari bom yang meletus di tempat-tempat publik sampai dengan masalah kemiskinan dan kelaparan. Beberapa pemerintah bahkan mengatakan musuh-musuhnya sebagai “teroris” dan aksi-aksi mereka disebut “terorisme”. Istilah tersebut  rentan dipolitisasi dan kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Namun pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis.

Sejak tragedi berdarah 11 september 2001 yaitu runtuhnya menara World Trade Center (WTC) dan serangan atas gedung Pentagon di New York sebagai lambang hegemoni Amarikan Serikat, isu terorisme memang telah menjadi persoalan global. Bila dipahami dari perspektif tingkah laku manusia, terorisme adalah sebagian dari keseluruhan proses sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam kamus Hubungan Internasional dinyatakan bahwa terorisme adalah kegiatan negara atau pelaku non negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam   usahanya   menggapai   tujuan politik
 . Sejalan   dengan  pengertian tersebut  A. Hasnan Habib
 mendefinisikan terorisme sebagai  berikut :

“Terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah non kombatan untuk mencapai suatu tujuan. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau menggerogoti tata politik internasional yang ada.” 

A. Hasnan Habib dan para pengamat lainnya menyatakan bahwa sulit untuk mengenali gerakan terorisme, karena serangan yang spontan dan gerakannya relatif tertutup (under ground) serta jaringan kerjasamanya yang luas, menjadikan terorisme sulit dilokalisir dan diantisipasi. Begitupun ancaman terorisme di kawasan Asia Pasifik yang sulit diprediksi namun indikasi kemunculannya terlihat dari konflik-konflik teritorial yang ada di kawasan tersebut.

Teroris itu sendiri merupakan suatu tindakan yang bertujuan memberikan rasa takut yang berlebihan melalui ancaman maupun bentuk kekerasan lainnya sehingga tidak hanya korban luka-luka saja yang ditimbulkan karenanya melainkan korban jiwa sehingga bukti tekanan yang dilakukan kelompok yang menggunakan cara-cara teroris. Sependapat dengan hal tersebut Walter S. Jones
 menerangkan bahwa :

“Terorisme dalam perspektif hubungan internasional, bahwa aksi terorisme, dengan atau tanpa perlombaan senjata akan selalu berhadapan dengan masalah kekuasaan, persaingan dan konflik, selama negara-negara tetap menjadi aktor dominan, kesenjangan kekayaan, kecurigaan ideologis, konflik kepentingan, bentrokan tujuan, persepsi dan salah persepsi serta aspek hubungan internasional lainnya akan terus memastikan bahwa negara-negara akan menggunakan kekuasaannya untuk mengejar kepentingan dan kebutuhannya dan sayangnya, segenap aspek tersebut juga akan terus memastikan bahwa manusia akan mencurahkan keahlian ilmiah dan prestasi teknologinya untuk memperbaiki kondisi hidup manusia sekaligus menghancurkannya.”

Terorisme termasuk kedalam jenis kekerasan politis (Political Violence), seperti kerusugan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tak selalu politis, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadisme ataupun orang iseng. Sama seperti aksi teror, menurut Budi Hardiman terorisme politis memiliki karakteristik
 :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa

2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai           sarana untuk suatu tujuan tertentu

3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”

4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas

5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal

6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. Hard Core kelompok teroris adalah seorang pribadi narsistis, dingin secara emosional, asketis, kaku, fanatis, dan seterusnya. Tipe personalitas “prateroris” ini cocok dengan gerakan totaliter/sistem tertutup/sekte dan seterusnya.

Jika dicermati, “teror”  itu sendiri sesungguhnya merupakan pengalaman subyektif, karena setiap orang memiliki “ambang ketakutannya” masing-masing. Ada orang yang bertahan, meski lama dianiaya. Ada orang yang cepat panik hanya karena ketidaktahuan. Di dalam dimensi subyektif inilah terdapat peluang untuk “kewenangan” stigmatisasi atas pelaku terorisme. Tujuan-tujuan taktik teroristis adalah
 :

1. Mempublikasikan suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan

2. Aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok 

3. Katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa

4. Menebar kebencian dan konflik interkomunal

5. Mengumumkan musuh atau kambing hitam

6. Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi

Setiap aksi-aksi terorisme yang terjadi selalu mempunyai berbagai macam motivasi yang berbeda.  Masih menurut Budi Hardiman
, pembagian terorisme menurut motivasinya yaitu :

1. Terorisme epifenomenal 

Terorisme jenis ini tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horizontal berskala besar. Ciri-ciri terorisme epifenomenal yakni tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit

2. Terorisme revolusioner

Terorisme jenis ini menginginkan sebuah revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada. Ciri-cirinya yaitu selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.

3. Terorisme subrevolusioner

Bermotif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum,  melakukan perang politis dengan kelompok rival, dan ingin menyingkirkan pejabat tertentu.

4. Terorisme represif

Bertujuan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rejim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi. ciri-cirinya antara lain, berkembang menjadi terror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curuga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Aksi terorisme akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi baik dalam lingkungan lokal, regional maupun lingkungan global, karena selama aktor politik internasional masih didominasi oleh kepentingan kekuasaannya maka aksi terorisme akan berkembang sebagai bentuk penentangan terhadap kakakuan politik internasional yang ada.

Lebih jauh lagi Idi Subandy Ibrahim dan Asep Syamsul M. Romli memberikan gambaran mengenai terorisme di kawasan Asia
  yaitu :

“Setiap penggunaan kekerasan untuk tujuan secara sengaja dan acak terhadap kelompok yang dilindungi merupakan tindakan terorisme yang pelakunya bisa perorangan, kelompok, negara atau agen-agen negara seperti teror yang dibuat pemerintah Myanmar terhadap para pendukung Aung Suu Kyi, konflik dan uji coba nuklir Korea Utara membawa aspek ketakutan dan teror kepada negara-negara di Asia”.

Di kawasan Asia Pasifik sendiri isu tentang adanya jaringan terorisme global sudah sejak lama terdengar dan semakin santer terdengar pasca tragedi 11 september 2001 dengan disebut-sebutnya jaringan Al-Qaida pimpinan Osama bin Laden sebagai jaringan terorisme internasional oleh Amerika Serikat yang sangat berbahaya dan berada di balik semua serangan terorisme belakangan ini. Hal tersebut tentu saja sangat meresahkan banyak negara khususnya di kawasan Asia Pasifik sehingga banyak negara melakukan tindakan antisipatif terhadap terorisme. Australia dan Singapura melakukan uji coba prosedur antiteror pada hari Rabu 6 April 2005 hingga Jum’at 8 April 2005 lalu. Juru bicara kementerian pertahanan Singapura menjelaskan pelatihan tersebut adalah yang ke sembilan kalinya dalam satu rangkaian yang dinamakan Singaroo. Pelatihan tersebut memfokuskan pada serangan laut, pertahanan udara dan skenario peperangan anti kapal selam di Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Ada beberapa kelompok teroris di Asia Pasifik yang cukup meresahkan. Diantaranya Abu Sayyaf Group (ASG), Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM), dan Japanese Red Army (JRA).

a. ASG merupakan salah satu kelompok separatis yang beroperasi di Filipina Selatan. Beberapa pemimpin ASG ikut berpartisipasi dalam perang Sovyet di Afganistan. Awal 1990-an ASG di bawah pimpinan Abdurajak Abubakar Janjalani, yang tewas terbunuh ketika terjadi bentrokan dengan polisi Filipina pada 18 Desember 1998, memisahkan diri dari Moro National Liberation Front. Kepemimpinan ASG akhirnya dipegang oleh Khadaffy Janjalani yang merupakan adik dari Abdurajak.

ASG melakukan serangkaian aksi seperti pembunuhan, pengeboman, dan penculikan. Pada awalnya kelompok ini dibentuk dengan tujuan mendirikan negara Islam Mindanau dan Sulu Archipelago yang merupakan wilayah Filipina Selatan dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi ASG, sering melakukan tindakan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan di bidang keuangan. Pada 27 Mei 2001 penculikan dilakukan terhadap tiga orang warga Amerika Serikat dan 17 warga Filipina dari tempat wisata di Palawan, Filipina. Selama operasi penyelamatan terhadap para sandera pada 7 Juni 2002, seorang sandera yang berasal dari Amerika Serikat, Gracia Burnham berhasil diselamatkan, akan tetapi dua orang sandera yang berasal dari Amerika Serikat dan Filipina yaitu Martin Burnham dan Deborah Yep telah terbunuh dalam operasi penyelamatan tersebut.

Anggota ASG diperkirakan berkisar antara dua ratus sampai lima ratus orang. Lokasi ASG ditemukan di propinsi Basilan dan biasanya beroperasi di propinsi Sulu dan Tawi-tawi di Sulu Archipelago. Sumber keuangan ASG diperkirakan diperoleh dari kaum ekstrim Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan.

b. Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) merupakan kelompok kecil Islam yang Ekstrem di propinsi Xinjiang, Cina. Salah satu tujuan ETIM yang terdiri atas kaum separatis dari etnik Uighur adalah untuk meneruskan pembentukan “Eastern Turkistan” yang didalamnya termasuk Turki, Kazakhtan, Kirgystan, Pakistan, Afganistan, dan Xinjiang. ETIM memiliki hubungan erat dengan Mujahidin Internasional dan dengan jaringan Al-Qaida.

Pemerintah Amerika Serikat dan Cina mencurigai ETIM sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala aksi teror yang terjadi di Asia Pasifik. Mei 2002, dua orang anggota ETIM telah dideportasi ke Cina dari Kirgystan. Deportasi tersebut dilakukan karena mereka terlibat dalam suatu komplotan yang menyerang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kirgystan dan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat lainnya.

ETIM hanya memiliki sedikit anggota karena etnik Uighur yang mendukung gerakan kemerdekaan Xinjiang atau gerakan pembentukan East Turkistan merupakan kaum minoritas di Cina. Bantuan keuangan dan pelatihan yang diterima oleh ETIM diduga berasal dari Al-Qaida
.

c. Japanese Red Army (JRA) merupakan salah satu kelompok teroris internasional yang didirikan pada tahun 1970. Fusako Shigenobu memimpin JRA sampai dirinya ditangkap di Jepang November 2002. latar belakang didirikannya JRA adalah untuk menjatuhkan sistem monarki dan pemerintahan Jepang serta membantu jalannya revolusi. Setelah ditangkap Shigenobu menegaskan bahwa dirinya akan menggunakan partai politik yang sah daripada menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. JRA memiliki hubungan dengan Ati-Imperialist International Brigade (AIIB) dan Antiwar Democratic Front. JRA memperluas jaringannya di wilayah Asia seperti Asia, seperti Manila dan Singapura.

Selama 1970-an, JRA telah melakukan berbagai penyerangan termasuk pembunuhan besar-besaran di Lod Airport, Israel pada tahun 1972, pembajakan dua pesawat Jepang dan berusaha mengambil alih kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur. Anggota JRA berkisar antara tiga puluh sampai empat puluh orang. Keberadaan JRA tidak diketahui secara pasti, tetapi kemungkinan berada di wilayah Asia atau Syria
.

Di kawasan Asia Pasifik dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi serangkaian aksi teror yang sangat meresahkan. Di Indonesia aksi teror melalui ledakan bom terjadi di beberapa tempat tetapi yang paling banyak menjadi perhatian publik dan dunia internasional adalah tragedi tiga ledakan bom di Bali tengah malam pada Sabtu 12 Oktober 2002 yang telah menewaskan 191 orang yang kebanyakan adalah para turis asing yang berasal dari berbagai negara
.  

Filipina dicekam ketakutan setelah terjadi ledakan lima bom hampir bersamaan di Manila yang menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Itulah sebabnya Presiden Gloria Macapal-Arroyo secara tegas menyatakan perang terhadap terorisme. Lalu pada tanggal 17 Oktober 2002, terjadi dua ledakan bom yang menghancurkan dua pusat perbelanjaan yang berdekatan di kota Zamboanga, Filipina Selatan, yang menewaskan 6 orang dan melukai 144 lainnya.

Rangkaian ledakan bom di Thailand seakan memperkuat kekhawatiran ancaman terorisme sedang merebak di Kawasan Asia Pasifik. Aksi teror di Thailand diluar perkiraan banyak orang. Semula sempat timbul kenyakinan bahwa Thailand tidak akan menjadi sasaran terorisme. Sampai pada akhirnya hari selasa 29 Oktober, Thailand diguncang serangkaian aksi peledakan bom dan pengrusakan di wilayah selatan. Ledakan menjelang tengah malam menghantam sebuah hotel di Propinsi Patani, Thailand Selatan. Pagi harinya, lima sekolah diserang dengan aksi pembakaran dan sebuah ledakan salah satu kuil di Patani
. Apa yang menimpa Thailang semakin mempertegas sifat teroris yang tidak memilih-milih sasaran dan aksi terorisme dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Serangkaian aksi teror yang terjadi di Asia Pasifik membuat negara Barat khususnya Amerika Serikat menuduh kaum Fundamentalisme Islam yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Islam merupakan agama yang dipeluk oleh sekitar 20 persen, 1,2 milyar populasi dunia pada tahun 1988. lebih kurang 800 juta tinggal di 45 negara-negara mayoritas Muslim dan sisanya 400 juta tinggal di 149 negara sebagai monoritas muslim.
 Fundamentalisme Islam dapat diartikan sebagai gerakan yang bertujuan kembali kepada ide-ide dan praktik-praktik dasar yang menjadi ciri Islam pada masa permulaan sejarahnya. Sebutan fundamentalsme Islam kini labih mengarah pada gerakan-gerakan Islam yang bergerak dalam bidang politik, yang berupaya menekankan perberlakuan syariat Islam dalam sistem pemerintahan negara, menentang pemerintahan sekuler ala Barat dan rezim pro Barat dalam kancah politik dan ekonomi internasional. Gerakan Islam merupakan reaksi atas kezaliman Barat yang sepanjang sejarah terus memusuhi dan menindas umat Islam. Gerakan Islam juga merupakan manifestasi kesadaran akan kepalsuan dan kepincangan paham-paham Barat yang menjanjikan kesejahteraan hidup. Tetapi dalam implementasinya gerakan Islam tak jarang menempuh jalan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum internasional.Hal tersebut yang membuat Amerika Serikat menuduh gerakan Fundamentalisme Islam yang bertanggung jawab atas serangkaian aksi teror yang terjadi.
  

Cina sendiri mebentuk beberapa strategi dalam mengantisipasi serangan terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik, diantaranya adalah akan mengamandemen aturan dalam hukum pidananya guna menghukum para pelaku terorisme.. Selain itu  Cina yang mengutamakan prinsip multilateralisme, melakukan hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Rusia. Bahkan Cina dan Rusia menandatangani Counter-Terrorism Cooperation bersama Amerika Serikat. Menyadari bahwa untuk memerangi terorisme diperlukan suatu kerjasama yang solid, Cina juga meningkatkan kerjasama dengan PBB. Dalam hal ini Cina mendukung dan menyambut baik dikeluarkannya Resolusi DK PBB Nomor 1373 tentang pemberantasan terorisme global. Resolusi yang mengikat 189 negara itu mewajibkan segenap anggota PBB untuk mencari, menghukum atau mengekstradisi kaum teroris yang ditemukan di wilayahnya. Resolusi itu juga mengundang negara-negara untuk saling  tukar menukar informasi mengenai jaringan teroris serta membekukan aset maupun membendung dananya. Dengan dikeluarkannya resolusi tersebut Cina berjanji akan menjalankannya sebaik mungkin untuk dapat mengantisipasi terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik

Selain menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, Rusia dan PBB, Cina juga meningkatkan kerjasama di bidang keamanan dengan negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang belakangan ini marak terjadi serangan teror yang meresahkan. Cina sebagai salah satu mitra wicara ASEAN meningkatkan kerjasamanya untuk mengantisipasi serangan terorisme. Hubungan kerjasama Cina-ASEAN semakin diperkuat dengan aksesi Cina terhadap TAC (Treaty of Aminity and Cooperation) dan ditandatanganinya Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada KTT ASEAN+Cina di Bali pada tanggal  8 Oktober 2003. sebagai wujud keseriusan Cina dalam meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Cina menjadi tuan rumah pertemuan pertama Intersessional Support Group on Confidence Building Measure yang merupakan arah kerjasama ARF (ASEAN Regional Forum) yang diadakan pada tanggal 20-22 November 2003 di Beijing. ARF menjadi salah satu media Cina dan ASEAN bekerjasama dalam mengantisipasi ancaman terorisme.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis berasumsi bahwa :

1. Serangan terorisme yang terjadi belakangan ini telah menewaskan ribuan warga sipil sehingga hal tersebut spontan meresahkan banyak negara di dunia ini. Serangan terorisme yang dianggap sebuah ancaman, membuat banyak negara melakukan pengawasan, pembatasan, perlawanan bahkan peperangan terhadap terorisme internasional.

2. Dalam mengantisipasi serangan terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik, Cina yang mengutamakan prinsip multilateral melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dan Rusia juga meningkatkan kerjasama dengan PBB. Cina juga bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dan turut berperan aktif dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO)

2. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Isu terorisme telah menjadi isu global yang mengancam keamanan serta kepentingan nasional, regional serta internasional dan perdamaian dunia sehingga banyak negara melakukan pengaturan, pembatasan, perlawanan bahkan peperangan terhadap terorisme untuk itu Cina dalam implementasi strateginya menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik melibatkan aktor militer dan non militer serta mengutamakan prinsip multilaterisme.”

3. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1

Operasionalisasi Variabel

	Variabel

(Konsep Teoritik)
	Indikator

(Konsep Empirik)
	Verifikasi

(Konsep Analisis)

	Variabel Bebas :

Isu terorisme telah menjadi isu global yang mengancam keamanan serta kepentingan nasional, regional dan internasional sehingga banyak negara melakukan pengaturan, pembatasan, perlawanan bahkan peperangan terhadap terorisme 
	1. Sejarah dan fenomena terorisme internasional

2. Pola terorisme global

3. Globalisasi dan ancaman terorisme
	· Data mengenai sejarah terorisme internasional

· Data mengenai pola terorisme global

· Data mengenai globalisasi dan ancaman terorisme



	Variabel Terikat :

Cina membentuk strateginya dalam menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik dengan melibatkan aktor militer dan non militer serta mengutamakan prinsip multilaterisme.
	1. Strategi Militer

a. Peningkatan Kapabilitas Militer

b. Latihan Perang Bersama Sejumlah Negara

2. Strategi Non-Militer

a. Kerjasama yang erat dengan Rusia

b. Peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN

c. Peran serta Cina dalam Shanghai Cooperation Organization (SCO)


	· Data mengenai strategi militer

· Data mengenai peningkatan kapabilitas militer

· Data mengenai latihan perang bersama sejumlah negara

· Data mengenai strategi non militer

· Data Kerjasama yang erat dengan Rusia

· Data peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN

· Data kerjasama dalam SCO




Untuk menyamakan persepsi dan memudahkan pembahasan lebih lanjut dan untuk memudahkan pengujian hipotesis, penu;is mengemukakan definisi operasional terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan hipotesis sebagai berikut :

1. Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam mencapai suatu tujuan. Strategi juga merupakan uraian dari kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara guna mempertahankan maupun melakukan ekspansi baik dalam bidang militer, ekonomi maupun politik, agar setiap instrumen tujuan nasional tercapai sesuai dengan harapannya.

2. Terorisme internasional merupakan salah satu isu global yang mengalahkan isu-isu lainnya seperti HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Isu terorisme internasional muncul semakin kuat setelah tragedi berdarah 11 September 2001 ketika runtuhnya menara kembar WTC sebagai lambang hegemoni ekonomi Amerika Serikat. Perang melawan terorisme internasional pun semakin gencar dilakukan bahkan Amerika Serikat membentuk koalisi dengan berbagai negara dalam rangka memerangi terorisme termasuk dengan Cina. Walaupun hubungan Amerika Serikat dan Cina sejak dahulu hingga sekarang tidak menentu. 

3. War Againts Terrorism merupakan gambaran keseriusan perkembangan hukum di berbagai negara yang mengancam HAM dan demokrasi dalam memerangi aksi terorisme dan counterterrorism merupakan salah satu realisasi dari Global War Againts Terrorism.

d. Skema Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan pemahanan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, maka dibuat sebuah kerangka teoritis sebagai berikut :

E. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Tingkat Analisis

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tingkat analisis induksionis dimana Cina sebagai unit analisis kedudukannya lebih rendah dari terorisme global sebagai unit eksplanasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Deskriptif 

Yaitu suatu metode yang menggambarkan, menganalisa dan mengidentifikasikan suatu gejala atau peristiwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa kejadian. Usaha-usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan yang diselidikinya. Oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih dari pada penemuan fakta-fakta seadanya (Fact Finding). Penemuan gejala itu juga berarti tidak sekedar menunjukan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

2. Metode Historis 

Yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penyelidikan kritis terhadap kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lampau serta merupakan interpretasi  dari daya yang tersedia. Hal ini untuk memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangan di masa yang akan datang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui pengamatan secara tidak langsung, dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah, jurnal, internet serta diktat yang peneliti gunakan untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

 F. LOKASI DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan sesuai dengan judul pembahasan maka lokasi  penelitian yang dijadikan sasaran oleh penulis adalah :

a. Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Jl. Pejabon No. 6 Jakarta 

b. Center Strategic and International Studies (CSIS) Jl. Tanah Abang III Jakarta Pusat

c. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Gatot Subroto Kav 50-52 Jakarta

d. Pusat informasi Kompas Jl. Pal Merah Selatan Jakarta

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selama 6 bulan yaitu terhitung dari bulan April sampai dengan bulan September 2005. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel penelitian berikut : 

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

 Bab ini membahas latar belakang pembentukan strategi Cina dalam menangkal ancaman terorisme global khususnya di kawasan Asia Pasifik. Untuk lebih memudahkan pembahasan maka dibuat kerangka pemikiran, hipotesis dan vefikasi data. Mengingat luasnya topik pembahasan maka dalam bab ini dibuat identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

BAB II

. Pada bab ini dibahas terorisme internasional sebagai suatu ancaman bagi keamanan dan kepentingan nasional, regional serta internasional yang merupakan variabel bebas. Dalam bab ini juga dijelaskan sejarah dan fenomena terorisme internasional serta globalisasi dan ancaman terorisme. Selain itu bab ini juga membahas mengenai terorisme sebagai ancaman keamanan nasional, regional dan global serta bagaimana resolusi untuk terorisme global

BAB III

Pada bab ini dibahas mengenai kebijakandan strategi Cina dalam menangani ancaman terorisme sebagai variabel terikat. Dalam bab ini dijelaskan garis besar politik luar negeri Cina dan bagaimana strategi Cina dalam mengantisipasi ancaman terorisme .

BAB IV

Bab ini membahas strategi dan penanganan Cina dalam mengantisipasi ancaman terorisme di kawasan Asia Pasifik. Bab ini merupakan jawaban atas identifikasi masalah yang ada dalam bab I. Bab ini menjelaskan implementasi peran dan fungsi SCO serta bagaimana strategi keamanan dan pertahanan Cina dalam mengantisipasi ancaman terorisme. Selain itu juga dibahas upaya-upaya Cina dalam konteks multilateralisme dan bilateralisme serta ancaman terorisme di Asia Pasifik terkait dengan kepentingan dan keamanan nasional, regional serta global.

BAB V

Bab inimerupakan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan dijelaskan apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak.
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